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Abstract Offices can pose potential hazards that affect employee safety and health. In East Manggarai Regency, 
the Regent’s Office and the DPRD Office have yet to provide optimal working comfort, especially regarding 
environmental health. This study aims to describe the work environment health conditions in both offices. The 
research is descriptive observational and was conducted at both offices from June to July 2024. The study 
population includes office rooms: 7 units in the Regent’s Office and 6 units in the DPRD Office. Data collection 
tools included questionnaires and observation sheets. Results showed that in the Regent’s Office, 2 of 7 rooms 
(83%) met safety standards, while 5 rooms (50–66%) did not. In the DPRD Office, 2 rooms met standards (83%), 
while 4 rooms (16%) did not. Accessibility in both offices was poor (33–65%). Clean water access met standards 
in 7 rooms (80%) of the Regent’s Office and in 2 rooms (80%) of the DPRD Office. Toilet facilities were below 
standard in both offices (0–73%). Domestic solid waste management failed in the Regent’s Office (0%) but was 
adequate in DPRD's general (88%) and finance (75%) sections. 
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Abstrak. Perkantoran memiliki potensi bahaya yang dapat memengaruhi keselamatan dan kesehatan karyawan. 
Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Manggarai Timur belum sepenuhnya mendukung kenyamanan kerja, 
terutama dalam aspek kesehatan lingkungan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan kondisi kesehatan 
lingkungan kerja di kedua kantor tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif observasional yang 
dilakukan pada Juni–Juli 2024. Populasi penelitian mencakup ruangan di kedua kantor, dengan sampel 7 unit di 
Kantor Bupati dan 6 unit di Kantor DPRD. Instrumen penelitian berupa kuesioner dan lembar observasi. Hasil 
menunjukkan bahwa di Kantor Bupati, 2 dari 7 ruangan (83%) memenuhi syarat keamanan dan keselamatan, 
sementara 5 ruangan (50–66%) tidak memenuhi. Di Kantor DPRD, 2 ruangan memenuhi syarat (83%) dan 4 
lainnya tidak (16%). Aksesibilitas di kedua kantor masih bermasalah (33–65%). Penyediaan air bersih memenuhi 
syarat di 80% ruangan Kantor Bupati dan 2 ruangan di Kantor DPRD, namun 4 ruangan lainnya belum memenuhi 
(60%). Toilet tidak memenuhi syarat di kedua kantor (0–73%). Pengelolaan limbah padat di Kantor Bupati tidak 
memenuhi syarat (0%), sedangkan di DPRD lebih baik (bagian umum 88%, keuangan 75%). Limbah cair tidak 
memenuhi syarat di kedua kantor (50%).  
 
Kata Kunci: Kesehatan, Lingkungan Kerja, Kantor ,Bupati, DPRD 
 
 
1. PENDAHULUAN 

Perkantoran sebagai salah satu tempat kerja, tidak terlepas dari berbagai potensi bahaya 

lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan para karyawan 

didalamnya. Standar lingkungan kerja perkantoran meliputi standar dan persyaratan kesehatan 

lingkungan perkantoran dan standar lingkungan kerja perkantoran merupakan salah satu dari 

lima standar dalam rangka mendukung terwujudnya keselamatan dan kesehatan kerja di 

gedung perkantoran (Kemenkes RI, 2016). 
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Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu dari 22 Kabupaten/Kota yang 

terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan merupakan pemekaran dari Kabupaten 

Manggarai pada Tahun 2007. Berdasarkan hasil survei awal yang dilalukan pada Kantor Bupati 

dan kantor DPRD di Kabupaten Manggarai Timur, keadaan lingkungan kerja tidak sesuai 

dengan standar kesehatan lingkungan kerja perkantoran yang tercantum dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan RI Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Standar Keselamatan Dan Kesehatan 

Kerja Perkantoran dimana keadaan lingkungan kerja di perkantoran di Kantor Bupati dan 

kantor DPRD di  Kabupaten Manggarai Timur belum mendukung karyawan untuk bekerja 

dengan nyaman. Bangunan, yaitu fasilitas yang mendukung aktivitas sentral kegiatan 

perusahaan utama seperti perkantoran dan pergudangan, dimana gudang terlihat sangat penuh 

dengan perkakas kantor yang tidak digunakan lagi menyebabkan banyak binatang seperti tikus 

dan kecoa bersarang dan sarana prasarana toilet yang tidak memadai (ketersedian air, sabun 

cuci tangan dan kebersihan toilet) dan luas ruang kerja yang kurang memadai sehingga 

membatasi ruang gerak karyawan juga temperarur suhu ruangan yang tinggi. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian deskriptif observasional adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan atau menggali informasi tentang suatu fenomena tanpa melakukan intervensi 

atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, yang bertujuan 

untuk mengetahui gambaran kesehatan lingkungan perkantoran di Kantor Bupati dan Kantor 

DPRD Kabupaten Manggarai Timur.  Lokasi penelitian ini dilakukan di dilakukan  di kantor 

Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur . Analisis sampel 

yaitu 7 unit runagan yang ada pada kantor Bupati dan 6 ruangan pada kantor DPRD. Waktu penelitian pada 

bulan Juni sampai bulan Juli 2024. Populasi dalam penelitian ini merupakan unit kerja yang terdiri dari 

Kantor Bupati dan Kantor DPRD di Kabupaten Manggarai Timur yang sudah dilakukan observasi 

berjumlah 7 unit runagan yang ada pada kantor Bupati dan 6 ruangan pada kantor DPRD. 

Penelitian ini menggunakan teknik total sampling dengan 13 sampel. Instrumen utama 

yang digunakan adalah kuesioner dan lembar observasi. Kuesioner mengumpulkan informasi 

tentang persepsi karyawan, sementara lembar observasi digunakan untuk mengamati kondisi 

fisik lingkungan kerja secara langsung. Validitas dan reliabilitas instrumen diperiksa untuk 

memastikan kualitas data. Proses analisis data melibatkan pengumpulan dokumentasi, 

pengkodean, kategorisasi dan penyusunan temuan untuk memberikan gambaran komprehensif 

tentang kesehatan lingkungan kerja di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai 

Timur, serta memberikan rekomendasi perbaikan. 
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3. HASIL 

Tabel  1 Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Keamanan dan Keselamatan Di 

Kantor Bupati Kabupaten Manggarai Timur 

Ruangan Yang 

Diperiksa 

Penilaian  Keterangan 

Bobot/ 

Nilai 

Ya % Tidak % 

Bagian Administrasi 

Pemerintahan Umum 

6 5 83 1 17 Memenuhi syarat  

Ruang Kerja Bupati 6 4 66 2 34 Tidak Memenuhi syarat 

Bagian Humas Dan 

Protokol 

6 3 50 3 50 Tidak Memenuhi syarat 

Bagian Unit Pelayanan 

Dan Jasa 

6 4 66 2 34 Tidak Memenuhi syarat 

Bagian sekertaris daerah  6 5 83 1 17 Memenuhi syarat 

Ruang Rapat umum 6 3 50 3 50 Tidak Memenuhi syarat 

Bagian Organisasi Dan 

Tata Laksana 

6 4 66 2 34 Tidak Memenuhi syarat 

 

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa dari dari 7 ruangan yang diteliti, 2 ruangan (83%) 

memenuhi syarat keamanan dan keselamatan, sementara 5 ruangan (50%-66%) tidak 

memenuhi syarat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel  2 Distribusi Responden Berdasarkan Variabel Keamanan dan Keselamatan Di 
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Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur 

 

 

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dari 6 ruangan yang diteliti, 2 ruangan (83%) 

memenuhi syarat keamanan dan keselamatan, sementara 4 ruangan lainnya tidak memenuhi 

syarat (16%-50%). 

 

Tabel 3  Hasil Penilaian Aksesibilitas Sarana Bangunan Di Kantor Bupati Kabupaten 

Manggarai Timur 

Ruangan Yang Diperiksa Penilaian  Keterangan 

Bobot/ 

nilai 

Ya % Tidak % 

Bagian Administrasi 

Pemerintahan Umum 

9 5 55 4 45 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang Kerja Bupati 9 3 33 6 67 Tidak Memenuhi syarat 

Bagian Humas Dan 

Protokol 

9 3 33 6 67 Tidak Memenuhi syarat 

Bagian Unit Pelayanan Dan 

Jasa 

9 4 44 5 56 Tidak Memenuhi syarat 

Bagian sekertaris daerah  9 5 55 4 45 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang Rapat umum 9 4 44 5 65 Tidak Memenuhi syarat 

Ruangan Yang Diperiksa Penilaian Keterangan 

Bobot/ 

Nilai 

Ya % Tidak % 

Bagian Umum 6 5 83 1 17 Memenuhi syarat 

Ruang pimpinan DPRD 6 4 83 2 17 Memenuhi syarat 

Ruang Rapat 6 3 50 3 50 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang keuangan 6 4 33 2 67 Tidak Memenuhi syarat 

Bagian unit pelayanan dan 

jasa   

6 1 17 5 83 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang bagian hukum dan 

perundang-undangan 

6 3 50 3 50 Tidak Memenuhi syarat 
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Bagian Organisasi Dan Tata 

Laksana 

9 3 33 6 67 Tidak Memenuhi syarat 

 

Tabel 3 di atas menunjukkan bahwa 7 ruangan tidak memenuhi syarat, dengan 

persentase antara 33% hingga 55%. 

 

Tabel 4 Hasil Penilaian Aksesibilitas Sarana Bangunan Di Kantor DPRD Kabupaten 

Manggarai Timur 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa dari 6 unit ruangan di Kantor DPRD Kabupaten 

Manggarai Timur, hanya 2 ruangan yang memenuhi syarat aksesibilitas, yaitu Ruang Rapat 

(78%) dan Bagian Unit Pelayanan dan Jasa (89%), sementara 4 ruangan lainnya masih belum 

memenuhi syarat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruangan Yang Diperiksa Penilaian Keterangan 

Bobot/ 

nilai 

Ya % Tidak % 

Bagian Umum 9 4 44 5 56 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang pimpinan DPRD 9 5 56 4 44 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang Rapat 9 2 22 3 78 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang keuangan 9 1 11 4 11 Tidak Memenuhi syarat 

Bagian unit pelayanan dan 

jasa   

9 2 22 5 89 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang bagian hukum dan 

perundang-undangan 

9 3 33 3 67 Tidak Memenuhi syarat 
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Tabel  5 Hasil Penilaian Penyediaan Air Bersih di Kantor Bupati Kabupaten 

Manggarai Timur 

Ruangan Yang Diperiksa Penilaian Keterangan 

Bobot/ 

nilai 

Ya % Tidak % 

Bagian Administrasi 

Pemerintahan Umum 

5 4 80 1 20 Memenuhi syarat 

Ruang Kerja Bupati 5 4 80 1 20 Memenuhi syarat 

Bagian Humas Dan 

Protokol 

5 4 80 1 20 Memenuhi syarat 

Bagian Unit Pelayanan Dan 

Jasa 

5 4 80 1 20 Memenuhi syarat 

Bagian sekertaris daerah  5 4 80 1 20 Memenuhi syarat 

Ruang Rapat umum 5 4 80 1 20 Memenuhi syarat 

Bagian Organisasi Dan Tata 

Laksana 

5 4 80 1 20 Memenuhi syarat 

 

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa 7 ruangan (80%) memenuhi syarat penyediaan air 

bersih, termasuk pemerintahan umum, ruang kerja bupati, humas, unit pelayanan, sekretaris 

daerah, pertemuan, dan organisasi. 
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Tabel  6   Hasil Penilaian Penyediaan Air Bersih di Kantor DPRD Kabupaten 

Manggarai Timur 

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa dari 6 ruangan, 2 ruangan (80%) memenuhi syarat, 

yaitu bagian umum dan ruang pimpinan DPRD, sementara 4 ruangan lainnya (60%) tidak 

memenuhi syarat, termasuk ruang persidangan, keuangan, unit pelayanan, dan hukum. 

 

Tabel  7   Hasil Penilaian Ketersediaan Toilet di Kantor Bupati Kabupaten Manggarai 

Timur 

Ruangan Yang Diperiksa Penilaian keterangan 

Bobot/ 

nilai 

Ya % Tidak % 

Bagian Umum 5 4 80 1 20 Memenuhi syarat 

Ruang pimpinan DPRD 5 4 80 1 20 Memenuhi syarat 

Ruang Rapat 5 3 60 2 40 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang keuangan 5 3 60 2 40 Tidak Memenuhi syarat 

Bagian unit pelayanan dan 

jasa   

5 3 60 2 40 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang bagian hukum dan 

perundang-undangan 

5 3 60 2 40 Tidak Memenuhi syarat 

Ruangan Yang Diperiksa Penilaian  Keterangan 

Bobot/ 

nilai 

Ya % Tidak % 

Bagian Administrasi 

Pemerintahan Umum 

11 5 45 6 55 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang Kerja Bupati 11 5 45 6 55 Tidak Memenuhi syarat 

Bagian Humas Dan 

Protokol 

11 0 0 11 100 Tidak Memenuhi syarat 

Bagian Unit Pelayanan Dan 

Jasa 

11 3 27 8 73 Tidak Memenuhi syarat 

Bagian sekertaris daerah  11 3 27 8 73 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang Rapat umum 11 5 45 3 55 Tidak Memenuhi syarat 

Bagian Organisasi Dan Tata 

Laksana 

11 0 0 11 100 Tidak Memenuhi syarat 
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Tabel 7 di atas menunjukkan bahwa 7 ruangan tidak memenuhi syarat toilet, dengan 

persentase: administrasi umum dan ruang kerja bupati (45%), unit pelayanan dan sekretaris 

daerah (27%), serta organisasi dan humas (0%). 

 

Tabel   8 Hasil Penilaian Ketersediaan Toilet di   Kantor DPRD Kabupaten   Manggarai 

Timur 

 

Tabel 8 meunjukkan bahwa ruang bagian umum (64%), bagian Keuangan (73%), ruang 

rapat (45%), ruang pimpinan DPRD (55%), bagian Unit Pelayanan dan Jasa (0%), serta ruang 

bagian hukum dan perundang-undangan (45%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruangan Yang Diperiksa Penilaian keterangan 

Bobot/ 

nilai 

Ya % Tidak % 

Bagian Umum 11 7 64 4 36 Memenuhi syarat 

Ruang pimpinan DPRD 11 6 55 5 45 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang Rapat 11 5 45 6 55 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang keuangan 11 8 73 3 27 Tidak Memenuhi syarat 

Bagian unit pelayanan dan 

jasa   

11 0 0 11 100 Memenuhi syarat 

Ruang bagian hukum dan 

perundang-undangan 

11 5 45 6 55 Tidak Memenuhi syarat 
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Tabel  9 Hasil Penilaian Pengelolaan Limbah Padat Domestik   di Kantor Bupati 

Kabupaten Manggarai Timur 

 

Tabel 9 di atas menunjukkan bahwa ruang bagian administrasi pemerintahan umum 

(62%), ruang kerja bupati, ruang pertemuan, ruang bagian unit pelayanan dan jasa, ruang 

bagian sekretaris daerah, ruang bagian organisasi dan tata laksana, serta bagian humas dan 

protokol (0%). 

 

Tabel   10 Hasil Penilaian Pengelolaan Limbah Padat Domestik   di Kantor DPRD   

Kabupaten Manggarai Timur 

 

Ruangan Yang Diperiksa Penilaian  keterangan 

Bobot/ 

Nilai 

Ya % Tidak % 

Bagian Umum 8 5 62 3 38 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang pimpinan DPRD 8 0 0 8 100 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang Rapat 8 0 0 8 100 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang keuangan 8 0 0 8 100 Tidak Memenuhi syarat 

Bagian unit pelayanan dan 

jasa   

8 0 0 8 100 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang bagian hukum dan 

perundang-undangan 

8 0 0 8 100 Tidak Memenuhi syarat 

Ruangan Yang Diperiksa Penilaian  Keterangan 

Bobot/ 

nilai 

Ya % Tidak % 

Bagian Umum 8 7 88 1 12 Memenuhi syarat 

Ruang pimpinan DPRD 8 6 75 2 25 Memenuhi syarat 

Ruang Rapat 8 0 0 8 100 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang keuangan 8 5 63 3 37 Tidak Memenuhi syarat 

Bagian unit pelayanan dan 

jasa   

8 0 0 8 100 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang bagian hukum dan 

perundang-undangan 

8 5 63 3 37 Tidak Memenuhi syarat 
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Tabel 10 menunjukan Enam unit ruangan di Kantor DPRD Kabupaten Manggarai 

Timur tidak seluruhnya memenuhi syarat pengelolaan limbah padat domestik. Ruang Bagian 

Umum memenuhi 88%, Ruang Pimpinan DPRD 75%, Ruang Keuangan dan Hukum 63%, 

sementara Ruang Rapat serta Unit Pelayanan dan Jasa tidak memenuhi syarat sama sekali (0%). 

 

Tabel  11   Hasil Penilaian Pengelolaan Limbah Cair di Kantor Bupati Kabupaten 

Manggarai Timur Tahun 2024 

 

Tabel 11 menunjukkan Seluruh ruangan, termasuk Administrasi Pemerintahan Umum, 

Ruang Kerja Bupati, Ruang Rapat, Unit Pelayanan dan Jasa, Sekretaris Daerah, Organisasi dan 

Tata Laksana, serta Humas dan Protokol, hanya memenuhi 50% dari kriteria yang 

dipersyaratkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruangan Yang Diperiksa Penilaian  Keterangan 

Bobot/ 

nilai 

Ya % Tidak % 

Bagian Umum 4 2 50 2 50 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang pimpinan DPRD 4 2 50 2 50 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang Rapat 4 2 50 2 50 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang keuangan 4 2 50 2 50 Tidak Memenuhi syarat 

Bagian unit pelayanan dan 

jasa   

4 2 50 2 50 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang bagian hukum dan 

perundang-undangan 

4 2 50 2 50 Tidak Memenuhi syarat 
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Tabel   12 Hasil Penilaian Pengelolaan Limbah Cair   di Kantor DPRD Kabupaten 

Manggarai Timur Tahun 2024 

 

 

Tabel 12 menunjukkan nam unit ruangan di Kantor DPRD Kabupaten Manggarai 

Timur tidak memenuhi syarat pengelolaan limbah cair. Seluruh ruangan, termasuk Bagian 

Umum, Keuangan, Rapat, Pimpinan DPRD, Unit Pelayanan dan Jasa, serta Hukum dan 

Perundang-undangan, hanya memenuhi 50% dari kriteria yang dipersyaratkan. 

 

DISKUSI 

Gambaran kesehatan lingkungan Sarana Bangunan (keamanan dan keselamatan dan 

aksesibilitas) Dikantor Bupati Dan DPRD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 

1) Keamanan dan Keselamatan 

Keamanan dan keselamatan kerja penting untuk menciptakan kenyamanan dan mendukung 

produktivitas pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 7 ruangan di Kantor Bupati, 

hanya 2 ruangan (Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dan Sekretaris Daerah) yang 

memenuhi syarat (83%). Lima ruangan lainnya tidak memenuhi syarat (50–66%). Di Kantor 

DPRD, dari 6 ruangan, hanya 2 yang memenuhi syarat (Bagian Umum dan Pimpinan DPRD), 

sementara 4 ruangan lainnya tidak (17–50%). 

Masalah umum yang ditemukan antara lain: 

 Tidak adanya sistem penangkal petir. 

 Beberapa ruangan tidak memiliki tempat sampah. 

Ruangan Yang Diperiksa Penilaian  keterangan 

Bobot/ 

nilai 

Ya % Tidak % 

Bagian Umum 4 2 50 2 50 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang pimpinan DPRD 4 2 50 2 50 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang Rapat 4 2 50 2 50 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang keuangan 4 2 50 2 50 Tidak Memenuhi syarat 

Bagian unit pelayanan dan 

jasa   

4 2 50 2 50 Tidak Memenuhi syarat 

Ruang bagian hukum dan 

perundang-undangan 

4 2 50 2 50 Tidak Memenuhi syarat 
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Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan, stres, dan menurunkan produktivitas 

pegawai. Penelitian ini sejalan dengan temuan Widodo (2023) mengenai pentingnya sistem 

keselamatan bangunan. 

2) Aksesibilitas 

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi semua orang guna mewujudkan 

kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya (Permen PUPR No 

14, 2017).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ruangan di Kantor Bupati dan 

DPRD Kabupaten Manggarai Timur tidak memenuhi syarat aksesibilitas. Di Kantor Bupati, 

hanya beberapa ruangan yang mendekati standar (55%), sementara di Kantor DPRD, tingkat 

kepatuhan aksesibilitas sangat rendah, dengan Ruang Keuangan (11%) dan Unit Pelayanan dan 

Jasa (22%). Kedua kantor tidak menyediakan fasilitas penting seperti ruang ibadah, ruang 

ganti, ruang bayi, dan fasilitas komunikasi. Selain itu, area parkir yang ada tidak memadai 

karena rumput tinggi, sehingga pegawai harus memarkir kendaraan di sekitar gedung 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasanah (2017) yang mengungkapkan banyak 

perkantoran yang mengabaikan aksesibilitas penyandang disabilitas, serta penelitian 

Trumansyahjaya (2012) yang mencatat masalah serupa dengan area parkir di Universitas 

Negeri Gorontalo. 

Bangunan perkantoran yang tidak memenuhi syarat aksesibilitas dapat menghambat 

akses penyandang disabilitas, terutama jika tidak ada fasilitas seperti ramp, lift, atau pintu lebar. 

 

Gambaran kesehatan lingkungan Penyediaan Air Di Kantor Bupati Dan Kantor DPRD 

Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 

Air bersih adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya 

memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku (Permenkes RI No 48, 2016).  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 7 unit ruangan di kantor Bupati Manggarai Timur 

memenuhi syarat penyediaan air bersih (80%), termasuk bagian administrasi, ruang kerja 

Bupati, Humas dan Protokol, unit pelayanan dan jasa, sekretariat daerah, ruang rapat umum, 

serta organisasi dan tata laksana. Di kantor DPRD, 2 unit ruangan memenuhi syarat (80%), 

yaitu bagian umum dan ruang pimpinan DPRD, sementara 4 unit ruangan lainnya tidak 

memenuhi syarat (60%). Wawancara mengungkapkan bahwa belum ada kantor yang 

melakukan pengambilan sampel air bersih secara rutin, karena air hanya digunakan untuk 

kebutuhan toilet dan mencuci tangan. 
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Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Istiqamah (2015) yang menunjukkan bahwa 

sumber air bersih di Terminal Regional Daya Makassar berasal dari sumur bor, dengan kondisi 

air yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Air disalurkan ke bak penampungan 

melalui sistem perpipaan, dan pembersihan dilakukan setiap tiga bulan. Penelitian ini juga 

mendukung temuan Maryam Kandari (2009) mengenai kualitas air bersih di Terminal 

Cicaheum Bandung yang memenuhi syarat fisik. Trumansyahjaya (2012) juga mencatat bahwa 

bangunan yang diperiksa menggunakan air bersih dari PDAM dengan instalasi pemipaan yang 

sesuai standar. 

Air yang tidak bersih atau terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti 

diare, infeksi kulit, dan penyakit serius lainnya. Hal ini dapat meningkatkan absensi karyawan, 

biaya perawatan kesehatan, dan menurunkan produktivitas. 

 

Gambaran Kesehatan Lingkungan toilet Di Kantor Bupati Dan Kantor DPRD 

Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 

Toilet adalah fasilitas sanitasi untuk tempat buang air besar dan kecil tempat cuci tangan 

dan muka. toilet adalah salah satu sarana yang diperlukan di dalam suatu bangunan. 

penggunaan toilet sangat intens sehingga diperlukan jumlah yang sesuai dengan keadaan toilet 

yang baik (Djago, 2022). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di kantor Bupati Manggarai Timur, 7 unit ruangan 

tidak memenuhi syarat ketersediaan toilet, dengan 45% di Bagian Administrasi Pemerintahan 

Umum, Ruang Kerja Bupati, dan Ruang Rapat Umum, sedangkan beberapa ruangan lainnya 

tidak memenuhi syarat (0%). Di kantor DPRD, 6 unit ruangan tidak memenuhi syarat, dengan 

64% di ruang bagian umum, 73% di bagian keuangan, dan 45% di ruang rapat, sedangkan 

beberapa ruangan lainnya juga tidak memenuhi syarat. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa fasilitas 

toilet sering kali tidak terpelihara dengan baik. Beberapa masalah yang ditemukan antara lain 

pemisahan toilet pria dan wanita yang tidak memadai, penyediaan air yang buruk, penggunaan 

material berkualitas rendah, dan kurangnya perawatan rutin. Penelitian oleh Trumansyahjaya 

(2019) dan Adiwoso (2011) mengungkapkan bahwa kebersihan toilet sering terganggu dengan 

adanya kotoran, serangga, dan tikus, yang dapat menyebabkan penyakit berbasis lingkungan 

seperti diare dan hepatitis A. Selain itu, penelitian oleh Istiqamah (2015) menunjukkan bahwa 

banyak toilet yang tidak berfungsi dan tidak memenuhi syarat kesehatan, seperti kurangnya 

pemisahan toilet pria dan wanita, serta ketidaktersediaan fasilitas pengolahan air limbah yang 

memadai. 
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Ketiadaan toilet yang memadai di gedung kantor dapat menimbulkan dampak negatif 

bagi kesehatan, kenyamanan, produktivitas, dan citra kantor. 

 

Gambaran Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Limbah (Limbah Padat Domestik Dan 

Limbah Cair) Di Kantor Bupati Dan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur tahun 

2024 

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan 

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah Pengelolaan limbah 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenkes RI No 48, 

2016). 

1) Limbah padat domestik 

Pengelolaan limbah padat adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, 

pengumpulan, pengangkutan, pengolahan limbah dan pembuangan akhir atau penimbunan 

hasil pengolahan tersebut. (Djago, 2022). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah padat di kantor Bupati dan 

DPRD Kabupaten Manggarai Timur tidak memenuhi syarat. Di kantor Bupati, hanya 62% 

ruangan yang memenuhi syarat, sementara lainnya 0%. Di kantor DPRD, pengelolaan limbah 

padat lebih baik, dengan ruang bagian umum (88%) dan ruang pimpinan DPRD (75%) 

memenuhi syarat, namun ruang lainnya masih kurang memenuhi syarat. dari hasil tersebut 

menunjukan bahwa ada beberapa ruangan yang belum memiliki tempat sampah, jadi sampah 

bekas pakai akan di tampung di kantong, yang kemudian di simpan di dekat meja kerjanya. 

Adapun ruangan yang memiliki tempat sampah namun tidak ada penutupnya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa 

beberapa tempat sampah tidak memiliki tutup, yang dapat menimbulkan dampak negatif 

terhadap lingkungan dan kesehatan. Penelitian oleh Andriani dkk. (2013) dan Hamdani dkk. 

(2019) menemukan bahwa tempat sampah di beberapa tempat tidak memadai, seperti di RSUD 

Kabupaten Klungkung dan pasar, di mana sampah ditampung di kantong plastik. Tempat 

sampah tanpa tutup dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan virus, yang 

meningkatkan risiko penyakit menular, serta menarik hama seperti tikus dan lalat yang dapat 

menyebarkan penyakit. 

2) Limbah Cair 

Limbah cair rumah tangga atau domestik adalah air buangan yang berasal dari 

penggunaan untuk kebersihan yaitu gabungan limbah dapur, kamar mandi, toilet, cucian, dan 

sebagainya (Puji dan Nur Rahmi, 2009). 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa 7 unit ruangan di kantor Bupati Manggarai Timur 

dan 6 unit ruangan di kantor DPRD tidak memenuhi syarat pengelolaan limbah cair, dengan 

50% ruangan di kedua kantor tidak memiliki saluran limbah cair yang tertutup dan tidak 

mengalir dengan lancar akibat penyumbatan tanah di saluran. Hal ini menunjukkan kedua 

kantor belum mengelola limbah cair dengan baik, yang berisiko mencemari lingkungan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Trumansyahjaya (2012) 

dan Birawida (2019), yang menunjukkan masalah pada saluran luar bangunan yang tertutup 

tanah, tidak ada penyaluran ke saluran kota, dan kurangnya pemeliharaan 

 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan dari hasil penelitian tentang Gambaran Kesehatan Lingkungan Kerja Kantor 

Bupati Dan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur sebagai berikut :  

1) Gambaran kesehatan lingkungan sarana bangunan di Kantor Bupati dan Kantor DPRD 

Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar ruangan 

belum memenuhi syarat keamanan, keselamatan, dan aksesibilitas bangunan. Hanya 

sebagian kecil ruangan yang memenuhi standar keamanan dan keselamatan (83%), 

sementara sisanya masih berada di bawah standar. Demikian pula, tingkat aksesibilitas di 

kedua kantor masih rendah, berkisar antara 11% hingga 56%, tanpa ada ruangan yang 

sepenuhnya memenuhi syarat. 

2) Gambaran penyediaan air di perkantoran pada Kantor Bupati Dan Kantor DPRD Kabupaten 

Manggarai Timur tahun 2024 telah memenuhi syarat penyediaan air bersih (80%). 

Sementara itu, di Kantor DPRD, hanya dua dari enam ruangan yang memenuhi syarat 

(80%), sedangkan sisanya masih belum memenuhi standar (60%) 

3) Gambaran kesehatan lingkungan toilet di perkantoran pada Kantor Bupati Dan Kantor 

DPRD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar 

ruangan di Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur belum memenuhi 

syarat ketersediaan toilet. Di Kantor Bupati, tingkat pemenuhan berada di kisaran 0%–45%, 

sedangkan di Kantor DPRD berkisar antara 0%–73%, dengan sebagian besar ruangan masih 

di bawah standar. 

4) Gambaran kesehatan lingkungan pengelolaan limbah (limbah padat domestik dan limbah 

cair) pada Kantor Bupati Dan Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Timur tahun 2024 tidak 

memenuhi syarat pengelolaan limbah padat dan limbah cair. Di Kantor Bupati, hanya ruang 

administrasi yang memenuhi syarat pengelolaan limbah padat (62%) dan limbah cair (50%), 

sementara ruangan lainnya masih jauh dari standar. Di Kantor DPRD, meskipun ruang 
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bagian umum dan pimpinan sebagian memenuhi syarat untuk pengelolaan limbah padat 

(88% dan 75%), sebagian besar ruangan lainnya masih belum memenuhi standar untuk 

limbah padat (0–63%) dan limbah cair (50%). 
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